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Dana Pilkada Dianggarkan Dua Kali

KkPU Persilakan BPK Audit

PonTIANAK-RK. Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kalbar tidak memper-
masalahkan, apabila Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) mengaudit anggaran
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pe-
milukada) ya.ngakandﬂakukanserentak
2015 ini.

Wacana BPK akan mengaudit ang-
garan Pemilukada daerah tersebut
Tantaran adanya desakan dari pimpinan
Kormisi II agar BPK miengaudit peny-
elenggara Pilkada 2015.

Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawaty
mengaku tidak mempermasalahkan
apabila BPK akan melakukan audit
terhadap anggaran Pemilukada. “Kalau
audit mekanisme konstitusional me-

mang setelah pelaksa.naanPemilu, ang-

garan pasti diaudit oleh BPK. Kita tidak
masalah itu karena sudah mekanisme,’
ungkap Umi, Kamis (1 1/6).

Ta menegaskan, sepanjang ang-
garan Pemilukada ini digunakan sesuai
prosedur, bagi pihak KPU daerah tidak
masalah dan mempersilakan BPK untuk
mengaudit.

Sementara itu mengenai anggaran -
Pemilukada yang akan dilaksanakan
di tujuh kabupaten di Kalbar, menurut

Umi, anggaran untuk di APBD murni

semua sudah teranggarkan.

“Tapi memang ada beberapa ka-
bupaten yang anggaran masih akan
dipenuhi di APBD perubahan atau
dibahas lagi,’ katanya.

*  Mengenai hal tersebut, KPU Kalbar

akan meminta laporan dari kabupaten
yang penganggarannya dualkali, yaitu di
APBD murni dan APBD perubahan.

“Kita mintakan laporan dari KPU
kabupaten yang penganggaran dua
Kali anggaran ini. Artinya dana mereka
terima dari APBD murni akan habis
perkiraan di bulan berapa, sehingga
Ketika habis di bulan itu seketika itu
juga Pemda bisa melakukan transfer
anggaran untuk tahapan berikutnya,’
katanya.

Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy
Sanjaya mengatakan, pemerintah Kal-
bartennmyaﬁdakmempermasalahkan,
apabila anggaran Pemilukada diaudit
oleh BPK. “Tidak masalah, karena
pilkada tetap ada penganggaran, baik

P llustrasiver

APBD mungkin di pusat sendiri ada
APBN ungkap Christiandy. -

Ta menjelaskan, penggunaan dana
negara bisa diaudit, sehingga wajar saja
apabila BPK melakukan audit terhadap

_anggaran Ppemilukada. “Jadi saya kira

wajar saja, supaya diawasi saya kira
pengawasan bukan hanya ada pada
BPK, tapi termasuk anggota Dewan dan
masyarakat turut mengawasi, ujarnya.
Christiandy menambahkan, mengenai
hal tersebut, pemerintah provinsi tidak
ada masalah, pemerintah mendukung

apabila BPK mengaudit anggaran Pe-

milukada.
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